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ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini penyusun meneliti mengenai pembatasan
pemberian remisi kepada narapidana Analisis Terhadap Pasal 34A PP No 99
Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No No 32 Tahun 1999 tentang Syarat
Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarkatan. Hal ini dilatar
belakangi oleh banyaknya kalangan yang pro dan kontra terhadap PP tersebut,
selain itu PP tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-undang No 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan konsep perlindungan HAM yang telah
diatu dalam UUD 1945. Dari latar belakang tersebut maka penyusun merumuskan
masalah yaitu: Apakah pasal 34 A PP No 99 Tahun 2012 tentang perubahan
kedua PP No No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarkatan sesuai dengan sistem pemasyarakatan Indonesia
dan apakah PP tersebut sesuai dengan konsep perlindungan HAM yang juga
dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945.

Dalam upaya untuk meneliti permasalahan tersebut, maka metode
pendekatan penyusunan yang dipakai adalah yuridis normatif, mengkaji dan
menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis yang bertujuan untuk
memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan
dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya berdasarkan asas asas
hukum, system hukum, taraf singkronisasi vertikial dan horizontal. Kemudian,
seluruh data yang ada dianalisis secara deduktif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun memperoleh jawaban atas
permasalahan yang ada, bahwa PP No 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua
PP No No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarkatan tidak bertentangan dengan UU No 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, karena PP ini tidak bersifat menghapuskan sama sekali hak-hak
narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), asimilasi
termasuk pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012 hanya bersifat memperketat syarat pemberian hak-hak
narapidana, khusus bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme,
penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi,
kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat,
serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Menurut konsep perlindungan
HAM PP tersebut juga sesuai dengan perlindungan yang di lindungi oleh UUD,
karena PP tersebut mengusung konsep affirmative action yang walaupun terlihat
seperti diskriminatif namun bertujuan sebagai upaya perlakuan yang adil terhadap
narapidana.

Dari penelitian tersebut maka penyusun menyarankan agar pembatasan
remisi tersebut dipertahankan, guna memberikan efek jera bagi pelaku tindak
pidana luar biasa tersebut dan memberikan pelajaran bagi halayak umum. Dan
diharapkan dalam pelaksanaannya dapat secara konprehensif sehingga tujuan dari
dibentuknya PP tersebut dapat terlaksana dengan baik.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama
dari negara demokrasi, selain dari supremasi hukum yang dicerminkan oleh the
Rule of Law. Sebagai suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum
(rechtstaat), sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan hak asasi
manusia (HAM) tersebut dalam konstitusinya. Perlindungan hak asasi manusia
(HAM) diberikan kepada semua orang, termasuk juga yang melakukan
pelanggaran tindak pidana. Justru karena seseorang telah melakukan tindak
pidana itu, maka perlu memberikan perhatian kepada hak-haknya sebagai
manusia, sebab dengan status sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak
pidana, dia akan dikenakan beberapa tindakan tertentu yang mengurangi hak -
hak asasinya tersebut.

Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam
batang tubuhnya menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah
Negara hukum. Pemasyarakatan adalah sebagian dari sistem peradilan pidana
terpadu (integreeted criminal justice system) yaitu sebagai penegak hukum
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan narapidana dan anak

didik pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan.

! Shinta Agustina, Makalah diangkat dari Laporan Penelitian BBI tahun 2001, dan
disampaikan pada Seminar tentang” Demokrasi dan HAM: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia
dan Perlindungannya di Indonesia” Genta Budaya, Padang, 15 Oktober 2003.



Narapidana dan anak didik narapidana juga adalah subjek hukum yang diakui
hak-haknya dalam hukum.

Bentuk pembinaan narapidana salah satunya adalah pemberian remisi
khusus yaitu pemotongan masa pidana terhadap narapidana yang berkelakuan
baik dan diberikan pada hari besar agamanya. Aturan dasar yang mengatur
pemberian remisi bagi narapidana yang berkelakuan baik adalah seperti
terdapat dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Huruf | Undang-Undang No 12
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Selain itu pemberian remisi bagi
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur di dalam beberapa peraturan
perundang-undangan, antara lain: Keputusan Presiden Rl 7 No. 174 Tahun
1999 tentang Jenis-jenis Remisi berikut besaranya?, Keputusan Menteri Hukum
dan Perundang-undangan No0.M.09.HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi
Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik, Keputusan Menteri Kehakiman
dan HAM RI No0.M.03-PS.01.04 tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur
Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara, dan Peraturan Pemerintah No 99
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1999
tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarkatan.

Pengurangan menjalani pidana (remisi) di Indonesia ini adalah masalah

yang perlu diperhatikan, karena pengurangan menjalani masa hukuman

“pasal 2 menyebutkan remisi terdiri atas:

a. Remisi Umum adalah remisi yang diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

b. Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh
narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika sesuatu agama
memunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah
hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.



tersebut pada satu sisi menyangkut hak manusia yang semestinya dijunjung
tinggi agar tercipta keadilan bagi masyarakat, tetapi pada sisi lain dengan
diberikannya remisi tersebut, apakah akan memberi efek jera bagi pelaku
tindak pidana tersebut , khususnya bagi terpidana korupsi, narkoba maupun
terorisme agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Kenyataannya tindak pidana korupsi, narkoba maupun terorisme ini
tetap saja masih banyak terjadi, karena para pelaku telah mengetahui apabila
mereka dipidana, maka akan mendapat remisi. Seharusnya dalam hal ini
pemerintah harus lebih selektif lagi dalam memberikan remisi, khususnya bagi
tindak pidana extra ordinary crime/kejahatan luar biasa. Sehingga dengan
pemberian hukuman, akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana
tersebut dan supaya tidak mengulang lagi dikemudian hari.

Salah satu pidana yang dijatuhkan oleh hakim yaitu pidana penjara.
Maksud dari pidana penjara bagi terpidana adalah supaya mereka tidak
mengulangi perbuatannya lagi, karena pidana penjara memberikan penderitaan
yang sangat berat baginya. Narapidana akan kehilangan kemerdekaanya,
namun mereka tetap masih bisa berhubungan dengan masyarakat dan tidak
boleh diasingkan. Namun hal ini menimbulkan dehumanisasi pelaku tindak
pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu

lama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, berupa ketidak seimbangan



narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif
dimasyarakat.’

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua
PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarkatan yang disahkan pada tanggal 12 November 2012, telah
memberikan batasan-batasan diberikannya remisi khusus untuk tindak pidana
antara lain: tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika,
korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia
yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang dianggap
merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar
bagi Negara atau masyarakat.

Disahkannya PP No 99 tahun 2012 ini menimbulkan banyak sekali pro
dan kontra dikalangan ahli hukum, politisi ataupun masyarakat. Sebagian pihak
beranggapan PP tersebut harus dikaji ulang, bahkan dicabut karena
keberadaanya telah menghilangkan hak Narapidana (Napi) dalam mendapatkan
remisi. Disisi lain, banyak juga pihak yang menginginkan PP tersebut tidak
dicabut guna untuk memberikan efek jera bagi narapidana kasus korupsi,
terorisme dan narkoba, kerena belakangan ini kasus itu banyak terjadi di
Indonesia.’

Dari penjelasan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis tertarik

untuk mengambil judul “Pembatasan Remisi Terhadap Narapidana: Analisis

*Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), him. 45.

* http://nasional.sindonews.com/, Pro Kontra Pp No 99 Tahun 2012, diakses 17 febuari
2014.


http://nasional.sindonews.com/

Terhadap Pasal 34A PP No 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No No
32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarkatan”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka
perlu dilakukan perluasan penelitian. Adapun rumusan pokok-pokok
permasalahan yang ingin dikaji dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
. Apakah pasal 34 A PP No 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No No
32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarkatan sesuai dengan sistem pemasyarakatan Indonesia?
. Apakah PP No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarkatan telah sesuai dengan konsep perlindungan HAM

yang juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945?

. Tujuan dan Kegunaan

. Tujuan

Adapun yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Untuk mengetahui Apakah pasal 34 A PP No 99 Tahun 2012

tentang perubahan kedua PP No No 32 Tahun 1999 tentang Syarat



Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarkatan
sesuai dengan sistem pemasyarakatan Indonesia.
b. Untuk mengetahui Apakah PP No 99 Tahun 2012 tentang
perubahan kedua PP No No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarkatan telah
sesuai dengan konsep perlindungan HAM yang juga dijamin dalam
Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kegunaan
Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Secara teoritis
1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan
ilmu hukum pada umumnya, dan memberi masukan kepada
pemerintah dan legislative selaku pemegang kebijakan untuk
mengkaji ulang aturan pembatasan remisi yang diatur dalam PP No
99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarkatan apakah telah sesuai
dengan tujuan awal pemasyarkatan.

b. Secara praktis
Dapat menjadi masukan bagi pihak terkait yaitu hakim pengawas
dan pengamat untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsinya

demi perlindungan hak-hak narapidana pada umumnya.



D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah
ada sebelumnya, maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah sebagai
berikut:

Beberapa karya tersebut antara lain yakni tesis Widya Puspa Rini
Soewarno dengan judul “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak
Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sistem Pemasyarakatan”.> Perbedaan mendasar
dari penelitian ini adalah bahwa peneliti hendak menyusun tentang pemberian
remisi terhadap narapidana dan peneliti juga mengkhususkan penelitian pada
tindak pidana korupsi yang ditinjau dari sistem pemasyarakatan. Sementara
penelitian yang penyusun lakukan menitikberatkan pada pembatasan remisi
kepada narapidana yang ditinjau dari Pasal 34 A, PP No 99 Tahun 2012
tentang perubahan kedua atas PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Karya tulis selanjutnya juga berbentuk tesis adalah karya Sigit Styadi
dengan judul “Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di

» % perbedaan pada penelitian skripsi ini terletak pada objek yang

Yogyakarta
dituju. Tesis tersebut sasarannya lebih kepada kebijakan dalam pemberian

remisi kepada narapidana di Yogyakarata. Sementara pada skripsi ini peneliti

> Widya Puspa Rini Soewarno, “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana
Korupsi Ditinjau Dari Sistem Pemasyarakatan”, Tesis tidak diterbitkan, Jakarta: Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2012

® Sigit Setyadi, “Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Yogyakarta”, Tesis
tidak diterbitkan, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005



lebih mengerucut pada pembatasan remisi terhadap narapidana yang tercantum
dalam Pasal 34 A,Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang perubahan
kedua PP No No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarkatan.

Karya tulis selanjutnya berbentuk skripsi Zainal Arifin, dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana”7.
Penulis lebih menitikberatkan pada pandangan islam mengenai pemberian
remisi kepada narapidana dan penelitian ini dilakukan sebelum PP 99 Tahun
2012 ini disahkan, sementara pada skripsi ini peneliti lebih menitikberatkan
pada pembatasan remisi yang diatur dalam PP No 99 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua PP No No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarkatan.

E. Kerangka Teoretik

Sejalan dengan hal tersebut, penyusun menggunakan beberapa teori
yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Teori pemidanaan
Dalam berkerjanya hukum pidana, pemberian pidana atau pemidanaan dalam
arti kongkrit yaitu pada terjadinya perkara pidana bukanlah tujuan akhir.
Pidana sebenarnya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan hukum
pidana. Tentang tujuan hukum pidana dapat disimak dari pandangan Sudarto

tentang fungsi hukum pidana. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur

7 Zainal Arifin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana,
Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga, 2009



hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.
Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan
hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan
sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan
sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.®

Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat

beberapa teori®, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Absolut atau teori pembalasan (retributive/absolute).

Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitive, tetapi kadang-kadang
masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.™® Dasar pijakan teori ini adalah
pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah
melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum
(pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan

didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

1. Ditujukan pada penjahatnya;
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasaan dari perasaan dendam

dikalangan masyarakat (sudut subyektif dari pembalasan).

® Sudarto, Hukum Pidana 1, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, 1990), him. 11-12.

% Adami Chazawi, Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2008).
Him. 157.

19 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), him. 29.
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Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya
mengejar kepuasaan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada
umumnya. Sementara menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, mengenai teori

Al

absolut ini, bahwa := “pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah

melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan”.

Lanjut Muladi dan Barda Nawawi arif mengemukakan bahwa teori
absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa
tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.
Jadi menurutnya bahwa pidana yang ditujukan semata-mata untuk mencari

keadilan dengan melakukan pembalasan.*?

Sementara itu, Karl O. Chrisiansen mengidentifikasikan lima ciri pokok

dari teori absolute, yakni:*3

1. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.

2. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung
sarana untuk tujuan lainnya seperti kesejahteraan masyarakat.

3. Kesalahan moral sebagi satu-satunya syarat pemidanaan.

4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.

1 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan dalam Pidana, (Bandung
: Alumni. 1984), him. 10.

2 1pid., him. 11.

3 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System
dan Implementasinya, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), him, 35.
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5. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan
bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi si
pelaku.

b. Teori Relative atau tujuan (doel theorien).

Teori ini berpokok pangkal pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk
menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata
tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itulah maka penerapan
hukum pidana sangat penting. Untuk mencapai ketertiban masyarakat tadi,

maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) sifat, yaitu :

1) Bersifat menakut-nakuti (afsschrikking);
2) Bersifat memperbaiki (verbetering/reclas ering);

3) Bersifat membinasakan (onschadelijik maken).

Sedangkan pencegahannya dari teori ini, ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai

berikut :

1. Pencegahan Umum (general preventie)

Khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka
perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dan
dilakukan di muka umum agar setiap orang mengetahuinya. Adanya ketentuan
tentang ancaman pidana yang diketahui oleh umum itu membuat setiap orang

menjadi takut melakukan kejahatan.

2. Pencegahan Khusus (special preventie)
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Menurut pandangan ini tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan
yang telah dipidana agar tidak mengulangi kejahatan, dan mencegah orang-
orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam

wujud yang nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana.

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan
sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (prevention of crime)
khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik
pelaksanaan pidana sering kali bersifat out of control sehingga sering terjadi
kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka

menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.**

Secara umum cirri-ciri pokok atau karakteristik teori relative ini sebagai

berikut:'®

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention).

2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk
mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada
si pelaku saja (missal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat

untuk adanya pidana.

% M. Abdul Kholig, Af, Reformasi Sitem Pemasyarakatan Dalam Rangka Optimalisasi
Pencapaian Tujuan Pemidanaan, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, Tahun 1999, him. 60.

> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori Dan Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung:
Alumni, 1992), him. 17.
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4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk
pencegahan kejahatan.
5. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif).

c. Teori Gabungan (vemegings theorien).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan itu mencakup baik pembalasan
maupun penjeraan dan pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki
mentalitas si pelaku.’® Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan
pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana
untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga
masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral,
sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman
tertib dan damai. Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan

ini condong pada tujuan pemidanaan menurut teori gabungan.*’

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas
tata tertib masyarakat. Pemidanaan dijatuhkan kepada pelaku dengan melihat
pada unsur-unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada
tiap-tiap pemidanaan. Teori gabungan dibedakan dalam 2 (dua) golongan

besar, yaitu sebagai berikut :

1% Sudaryono & Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Kulia Hukum Pidana... him. 319.

7 1bid., him. 320.
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1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu
tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat
dipertahankannya tata tertib masyarakat.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih

berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Sedangkan Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety,
mengemukakan teori tujuan pemidanaan antara lain teori pembalasan
(retribution), teori pencegahan (deterrence), teori rehabilitasi, teori integratif,
bahkan muncul gerakan hendak menghapus pidana (abolisionis). Adapun

uraian mengenai teori tujuan pemidanaan tersebut, sebagai berikut :*®
a. Teori Retributif

Menurut teori pembalasan (retribution theory) alasan pembenar dalam
penjatuhan hukuman, hukuman semata-mata sebagai imbalan dari perbuatan
jahat yang dilakukan. Hal ini menggambarkan, bahwa penjahat itu harus
mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Teori ini berpandangan setiap orang
itu dalam keadaan apapun juga dapat untuk berbuat sesuatu dengan

keinginannya. Oleh karena itu ada alasan dilakukan pembalasan.

Dengan demikian, teori pembalasan ini tidak mempersoalkan

penjatuhan hukuman berupa pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan,

18 petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitet, Pidana Penjara Mau Kemana, (Jakarta
: CV. Indhill Co, 2007), him. 6.
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tetapi didasarkan adanya pelanggaran hukum, karena ini merupakan tuntunan
keadilan. Oleh karena itu, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata
karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana
merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada

orang yang melakukan kejahatan.

b. Teori Pencegahan

Menurut teori ini kejahatan tidak harus dijatuhi dengan suatu hukuman
tetapi harus ada manfaatnya baik untuk si pelaku tindak pidana maupun
masyarakat. Hukuman diberikan bukan saja karena apa yang ditimbulkan si
pelaku pada masa lalu, melainkan ada tujuan yang utama untuk masa depan.
Sehingga hukum berfungsi mencegah agar kejahatan tidak diulangi, dan
menakut-nakuti anggota masyarakat sehingga menjadi takut melakukan
kejahatan. Bagi teori utilitarian hal yang utama adalah harus mencari suatu
keseimbangan antara perlunya hukuman dengan biaya penghukuman. Kalau
manfaatnya lebih besar, maka perlu suatu hukuman, bila efek penjeraan dari

hukuman itu tidak ada, maka hukuman itu tidak perlu ada.

c. Teori Rehabilitasi

Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak saja dilihat
sebagai balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi
ada kegunaan tertentu. Di dalam penjatuhan pidana, dalam pelaksanaannya
bukan pidana badan, akan tetapi pidana hilang kemerdekaan. Dalam

pelaksanaannya seseorang ditempatkan dalam suatu tempat tertentu. Dalam
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hal ini berarti, seseorang yang menjalani pidana di dalam penjara atas nama
perubahan sosial dan dibiarkan di sana karena mereka diobati. Keberadaan
seseorang Yyang direhabilitasi disebabkan adanya kesalahan atau tindakan
kejahatan dianggap sebagai penyakit sosial yang disintegrative dalam
masyarakat. Kejahatan itu dibaca sebagai simptom disharmoni mental atau
ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, counseling,
latihan-latihan spiritual. Dipergunakannya metode seperti ini jelas menyerupai
cara-cara tirani dan mengingkari hak asasi manusia. Sekali orang narapidana
dirawat oleh dokter,maka tidak dapat diperkirakan kapan ia akan dinyatakan

sembuh, dan manusia diperlakukan seperti “kelinci percobaan”.

d. Abolisionis

Gerakan abolisionis melihat ketidakpuasan terhadap hasil yang dicapai
dari adanya sanksi berupa pidana penjara ternyata mendorong gerakan ini
membentuk masyarakat yang bebas, dengan cara menghapuskan pidana
penjara sebagai refleksi pemikiran punitif. Dalam hal ini kelompok abolisionis
ingin menghapus hukum pidana, karena tidak layak lagi dipertahankan dalam
masyarakat beradab, di samping karena dipandang kurang efektif untuk

pencegahan kejahatan dalam masyarakat.

Dari pandangan kaum abolisionis, dapat dikatakan, bahwa hukuman
bukanlah cara yang paling efektif untuk menghadapi kejahatan. Hal ini cukup
beralasan di mana kejahatan telah ada sebelum hukum pidana dibentuk.

Sebagai pelaku kejahatan, dia bukanlah anggota masyarakat yang terasing.
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Gerakan abolisionis juga mengingatkan, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada
pelaku kejahatan semata-mata dikarenakan sistem peradilan pidana
mengandung cacat, sehingga sistem peradilan pidana sendiri bersifat

kriminogen.
e. Integratif

Teori integratif menempatkan pidana itu bukan semata-mata sebagai
sarana dalam menanggulangi kejahatan, dalam hal ini fungsi pidana harus
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat antara lain pidana untuk melindungi
kepentingan hukum, masyarakat dan negara. Dalam hal ini, praktek penerapan
hukum pidana tidak harus dengan pemanfaatan pidana sebagai sarana efektif

menjerakan pelaku.

2. Sistem pemasyarakatan
Sistem pemasyarakatan merupakan pengganti dari sistem kepenjaraan
yang diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda. Berkaitan dengan sistem

kepenjaraan, menurut Barda Nawawi Arief:

Bahwa orang tidak menjadi lebih baik, tetapi justru menjadi lebih buruk
setelah menjalani pidana penjara, terutama apabila pidana penjara
dikenakan kepada anak-anak atau remaja, sehingga sering diungkapkan
bahwa rumah penjara merupakan perguruan tinggi kejahatan atau pabrik
kejahatan, dan pidana penjara bersifat pemidanaan tidaklah merupakan alat
pencegahan yang efektif kebanyakan penghuni penjara.*®

9 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan
Pengembangn Hukum Pidana, (Semarang: Penulisan Hukum, 1977), him. 23.
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Dalam hal ini nampak bahwa harus kita akui pidana penjara dengan
sistem kepenjaraan mempunyai dampak negatif, tidak saja pada narapidana
tetapi juga terhadap keluarga yang tergantung hidupnya kepada narapidana,
dan juga terhadap masyarakat. Pidana penjara dengan sistem kepenjaraan juga
cenderung memberikan hukuman yang bersifat penderitaan. Hal ini dapat
dilihat dari bentuk fisik bangunan penjara, cara perlakuan, juga tidak adanya

perhatian pada makanan dan kesehatan narapidana.”
Terhadap sisitem penjara, Koesnoen berpendapat:

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. asal-usul kata
penjara adalah “penjoro” yang berarti “tobat”. Menurut politik penjara
sekarang bertujuan untuk memperbaiki narapidana menjadi baik, maka
istilah itu sudah tidak sesuai lagi karena tidak bisa seseorang narapidana
menjadi baik karena dibikin tobat, menurut pengalamanpun tidak dapat
seseorang betul-betul tobat.?

Pemikiran tentang sistem pemasyarakatan yang dianjurkan oleh
Sahardjo berupa suatu perubahan secara mendasar mengenai konsep sistem
pembinaan bagi narapidana, yaitu yang semula disebut dengan istilah “rumah
penjara” dan “rumah pendidikan Negara” berubah menjadi lembaga

pemasyarakatan.?

2 Gugun Winda Gunawan, Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Lembaga

Pemasyarakatan Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2003,
him. 27.

2 Koesnoes, Politik Pidana Penjara, (Jakarta: Balai Pustaka, 1961), HIm, 9.

22 Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,
(Yogyakarta: Liberty, 1986), him. 141.
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Tujuan dari adanya sistem kepenjaraan model baru yang dikenal
dengan “sistem pemasyarakatan” ini adalah tidak hanya menimbulkan rasa
derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, tetapi juga
dimaksudkan untuk dapat membimbing terpidana agar bertobat, mendidik
supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang

berguna.?®

Pemikiran Sahardjo untuk pembaharuan sistem kepenjaraan di
Indonesia dituangkan dalam prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan. Pokok-
pokok perubahan pandangan terhadap pemidanaan di Indonesia adalah sebagai

berikut:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal
hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat;

2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam;

3. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan
bimbingan; narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan
social untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan;

4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih
jahat daripada sebelum masuk dalam lembaga;

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan
kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat; dan lebih

banyak kesempatan untuk berkumpul sesame sahabat dan keluarganya;

% Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman, (Jakarta: Ul, 1964), him. 6.
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6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak bersifat mengisi waktu,
atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara
kecuali pada waktu tertentu saja;

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila; hal ini berarti bahwa
kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di
samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka
disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan
agama yang dianutnya;

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia
meskipun ia tersesat. Tidak boleh ditujukan pada narapidana bahwa ia itu
penjahat; untuk itu maka harus dibina atau dibimbing kejalan yang benar,
dan ditumbuhkan harga diri agar kembali utuh kepribadiaanya dan percaya
pada kekuatan diri sendiri;

9. Narapidana hanya dijatuhi hilangnya kemerdekaan dalam jangka waktu
tertentu saja;

10. Untuk pembinaan dan pembimbingan bagi para narapidana disediakan
sarana yang diperlukan.®*

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegak
hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari
pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Pemasyarakatan yang
merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana

adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice

? Saroso, Sistem Pemasyarakatan, (Jakarta: Ceramah Dalam Lokakarya Sistem
Kemasyarakatan, BPHN, 1975), him. 10.
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system). Dengan demikian, maka pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem,
kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegak hukum.®

Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan sebagai sobjek yang
tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan
kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus
diberantas. Yang harus diberantas adalah factor-faktor yang dapat
menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum,
kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial (kemasyarakatan) lainnya

yangdapat dikenakan pidana.

Di dalam sisitem pemasyarakatan yang diterapkan pada saat ini, harkat
dan martabat narapidana dijunjung tinggi. Narapidana tidak hanya dijadikan
objek pembinaan saja, tetapi sekaligus menjadi subjek pembinaan yang harus

berperan aktif.?

Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut, akhirnya dibentuk Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang memberi
landasan yang kuat baik secara formal maupun materiil, untuk
menyelenggarakan sistem pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan politik
kriminal modern, yaitu mempersiapkan warga binaan untuk menjadi warga

masyarakat yang bertanggungjawab, berguna bagi keluarga dan masyarakat

). Sinaga, Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan
Yogyakarta, (Yogyakarta: FH UJB, 2004), him. 23.

% gyafrudin Sabonnama, Tinjauan Peran Hakim Wasmat Terhadap Pembinaan
Narapidana, Penulisan Hukum, Fak. Hukum, Univ. Janabadra, Yogyakarta, 2003, him. 3.
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umumnya. Hal ini sesuai dengan pokok-pokok konsepsi yang termuat didalam

undang-undang tersebut, yaitu:

1. Sistem pemasyarakatan sebagai pengganti sistem kepenjaraan;
2. Petugas enasyarakatan sebagai petugas penegak hukum;
3. Petugas pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional;
4. Pengaturan secara tegas mengenai hak-hak warga binaan.

Narapidana bagaimanapun juga dipandang sebagai insane dan sumber
daya yang harus diperlukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem
pembinaan terpadu, yang dilaksanakan dengan suatu pemasyarakatan yang

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sesuai dengan fungsi pemasyarakatan, pemasyarakatan ini merupakan
suatu rangkaian penegakan hukum dan bagian akhir dari sistem pemidanaan
yang bertujuan agar narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan
menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana
lagi, sehingga mereka setelah keluar dari LAPAS dapat diterima kembali
dengan baik oleh lingkungan masyarakat dan aktif dalam pembagunan serta
dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan
bertanggungjawab. Untuk itu LAPAS berkewajiban menyiapkan warga binaan
agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Hal ini adalah sesuai
dengan isi dari Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan bahwa
pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan

pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang
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merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
Sistem pemasyarakatan dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan pula bahwa
pemasyarakatan adalah sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas cara
pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila, yang

dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan
warga binaan pemasyrakatan agar menjadi warga Negara tang baik, juga
bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan datangnya
tindak pidana oleh narapidana. Untuk itu maka pemasyarakatan di Indonesia
ditekankan pada aspek pembinaan yang mempunyai cirri preventif, kuratif,

rehabilitatife, dan edukatif.

. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah pendekatan
yuridis normatif, maksudnya pendekatan tersebut dilakukan dengan melihat
undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan

pokok masalah yang menjadi bahasan dalam skripsi ini.

1. Sumber data

a. Bahan hukum primer
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Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif, artinya mempunyai otoritas®’. Bahan-bahan hukum
primer terdiri dari perundang-undangan, yaitu Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
No 14 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, peraturan perundang-
undangan yang masih berkait, yang masih berlaku di Indonesia
serta Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang
Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan.

. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, misalnya:

1. Buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan
remisi.

2. Makalah-makalah/jurnal/karya tulis yang berkaitan dengan
pemberian remisi.

3. Hasil penelitian para pakar hukum/lembaga yang bergerak

dalam penelitian terkait.

¢. Bahan Hukum Tersier

%’ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005),

him. 181.
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Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk,
informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut
yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi.

2. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi
dokumen atau penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan
menggunakan studi dokumen atau bahan-bahan pustaka baik dari media cetak,

elektronik serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

3. Analisis data

Dalam menganalisis data menggunakan metode deduktif, yaitu analisa
yang berangkat dari data-data yang umum kemudian diambil kesimpulan yang

sifatnya khusus.

G. Sistematika Pembahasan
Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan
tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat di gunakan
sistematika penulisan sebagai berikut:
Skripsi ini akan terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. Dimulai dari
Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang,
permasalahan yang ingin dibahas, tujuan penelitian, metode penelitian, dan

sistematika yang akan disajikan dalam laporan penelitian tersebut.



26

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang narapidana yang berisi
pengertian narapidana, hak-hak narapidana dan tata cara memperoleh hak-hak
narapidana.

Bab ketiga berisi tentang pengertian remisi, jenis-jenis remisi, besaran
remisi, tujuan pemberian remisi, syarat-syarat narapidana untuk mendapatkan
remisi, prosedur dalam pemberian remisi, dan akibat hukum diberikannya
remisi.

Bab keempat, pembahasan mengenai hasil penelitian dan analisis data.
Dalam bab ini akan memuat analisis tentang pembatasan remisi kepada
narapidana yaitu analisis Pasal 34 A PP No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintan Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ditinjau dari sistem
pemasyarakatan, dan konsep perlindungan HAM.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang
berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusun akan menguraikan

mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah penyusun kemukakan di atas
mengenai pembatasan remisi terhadap narapidana jika ditinjau dari PP No 99
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32
Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan, maka sampailah penyusun pada bagian kesimpulan dalam
skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 karena Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bersifat menghapuskan sama
sekali hak-hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa
pidana (remisi), asimilasi termasuk pembebasan bersyarat, dan cuti
menjelang bebas. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 hanya
bersifat memperketat syarat pemberian hak-hak narapidana, khusus
bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme,
penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika,
korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi
manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi
lainnya. Pembedaan syarat yang lebih ketat bagi narapidana justru
sebagai perwujudan perlakuan yang sama dan adil dalam upaya

pembinaan narapidana.
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2. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 guna
memperketat syarat pemberian Remisi agar pelaksanaannya
mencerminkan nilai keadilan. Sehingga menunjukkan pembedaan
antara pelaku tindak pidana yang biasa atau ringan dengan tindak
pidana kejahatan luar biasa, tindakan tersebut dibenarkan dalam
Undang-undang Dasar dan juga Undang-Undang No 39 Tahun 1999
tentang HAM yang dikenal dengan affirmative action atau diskrimatif
positif. Dengan demikian, perbedaan perlakuan merupakan
konsekuensi etis untuk memperlakukan secara adil sesuai dengan
dampak kerusakan moral, sosial, ekonomi, keamanan, generasi muda,
dan masa depan bangsa, dari kejahatan yang dilakukan masing-

masing narapidana.

B. Saran

1. Pembatasan remisi terhadap kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)
sebaiknya selalu dipertahankan, guna memberikan efek jera bagi pelaku
tindak pidana terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan
terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat,
serta kejahatan transnasional lainnya dan memberi pelajaran khususnya
bagi pelaku dan masyarakat pada umumnya.

2. Upaya affirmative action melalui PP No 99 Tahun 2012 diharapkan

mampu diaplikasikan secara komprehensif sehingga tujuan dari adanya
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pembatasan remisi dapat terwujud sesuai dengan semangat pemberantasan

korupsi, narkotika, terorisme dan kejahatan transnasional lainnya.
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manusia yang berat, serta kejahatan transnasional
terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa
karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi
negara atau masyarakat atau korban yang banyak
atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau

ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat;

b. bahwa pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan
Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme,
narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika,
korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan
kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta
kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu
diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi
rasa keadilan masyarakat;

c. bahwa . ..
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bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara
pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan
Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,
belum mencerminkan seutuhnya kepentingan
keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan
yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini,
sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3614);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3668);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3846);

5. Peraturan . . .
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4632);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4632) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 34

(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak
mendapatkan Remisi.

(2) Remisi . . .
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(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana
yang telah memenuhi syarat:

a. berkelakuan baik; dan
b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam)
bulan.
(3) Persyaratan  berkelakuan baik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin
dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir,
terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi;
dan

b. telah mengikuti program pembinaan yang
diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat
baik.

2. Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 34A

(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana
karena melakukan tindak pidana terorisme,
narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika,
korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara,
kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta
kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain
harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi

persyaratan:

a. bersedia . ..
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a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum
untuk membantu membongkar perkara tindak
pidana yang dilakukannya,;

b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti
sesuai dengan putusan pengadilan untuk
Narapidana yang dipidana karena melakukan
tindak pidana korupsi; dan

c. telah mengikuti program deradikalisasi yang
diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme, serta
menyatakan ikrar:

1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia secara tertulis bagi Narapidana
Warga Negara Indonesia, atau

2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak
pidana terorisme secara tertulis bagi
Narapidana Warga Negara Asing,

yang dipidana karena melakukan tindak pidana

terorisme.

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak
pidana narkotika dan  prekursor narkotika,
psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana
dengan pidana penjara paling singkat S5 (lima)
tahun.

Kesediaan  untuk  bekerjasama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan
secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Di antara . ..
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3. Di antara Pasal 34A dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua)
pasal, yakni Pasal 34B dan Pasal 34C yang berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 34B

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(1) diberikan oleh Menteri.

Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri
setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri
dan/atau pimpinan lembaga terkait.

Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau
pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak
diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan

Mentersi.

Pasal 34C

Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak
Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang
dipidana karena melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1).
Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas Narapidana yang:

a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1

(satu) tahun;
b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau

menderita sakit berkepanjangan.

(3) Menteri . . .
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(3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan

kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan

masyarakat.

Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 36

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

berhak mendapatkan Asimilasi.

(2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan kepada:

a.

b.

Narapidana dan Anak Pidana yang telah

memenuhi persyaratan:

1. berkelakuan baik;

2. aktif mengikuti program pembinaan dengan
baik; dan

3. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa
pidana.

Anak Negara dan Anak Sipil, setelah menjalani

masa pendidikan di LAPAS Anak selama 6 (enam)

bulan pertama.

Narapidana yang dipidana karena melakukan

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi

persyaratan:

1. berkelakuan baik;

2. aktif mengikuti program pembinaan dengan
baik; dan

3. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa

pidana.

(3) Asimilasi . . .
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(3) Asimilasi sewaktu-waktu dapat dicabut apabila
Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan
melanggar persyaratan Asimilasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Pemberian dan pencabutan Asimilasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Menteri.

Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 36A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A
(1) Asimilasi bagi Narapidana  yang dipidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1)
diberikan oleh Menteri setelah mendapat

pertimbangan dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan.
(2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam

memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan

keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan
masyarakat.

(3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam
memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari
instansi terkait, yakni:

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau
Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana
karena melakukan tindak pidana terorisme,
kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan
hak asasi manusia yang berat, dan/atau
kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;

b. Kepolisian . . .
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b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan
Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung
dalam hal Narapidana dipidana karena
melakukan tindak pidana narkotika dan
prekursor narkotika, psikotropika; dan

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan
Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi
dalam hal Narapidana dipidana karena
melakukan tindak pidana korupsi.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait
dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari
kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari
Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

(5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan
rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal
Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan
Asimilasi kepada Menteri.

(6) Ketentuan  mengenai tata cara  pemberian
pertimbangan Asimilasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 38A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

(1) Asimilasi untuk Narapidana yang dipidana karena
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34A ayat (1), diberikan dalam bentuk
kerja sosial pada lembaga sosial.

(2) Narapidana . . .
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(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak
pidana terorisme, Asimilasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan setelah:

a. selesai mengikuti program deradikalisasi yang
diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme, dan

b. menyatakan ikrar:

1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia secara tertulis bagi Narapidana
Warga Negara Indonesia, atau

2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak
pidana  terorisme secara tertulis bagi
Narapidana Warga Negara Asing.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sosial,
jenis lembaga sosial, dan tata cara pelaksanaan
Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 39

Dalam hal Asimilasi untuk Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan dicabut karena melanggar ketentuan
Asimilasi, maka:

a. terhadap Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun
pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat
diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi

Keluarga;

b. dalam. . .
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b. dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang
dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya, yang
bersangkutan tidak diberikan hak Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan
Cuti Mengunjungi Keluarga;

c. terhadap Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6
(enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan
asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan

Asimilasi.

8. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 43

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
kecuali Anak  Sipil, berhak  mendapatkan
Pembebasan Bersyarat.

(2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan syarat:

a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3
(dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per
tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9
(sembilan) bulan;

b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir
dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa

pidana;

c. telah . ..
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c. telah mengikuti program pembinaan dengan
baik, tekun, dan bersemangat; dan

d. masyarakat dapat menerima program kegiatan
pembinaan Narapidana.

Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan

setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu)

tahun.

Pemberian = Pembebasan  Bersyarat ditetapkan

dengan Keputusan Menteri.

Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau

Anak Didik Pemasyarakatan melanggar persyaratan

Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2).

Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan

Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

diatur dalam Peraturan Menteri.

antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua)

pasal, yakni Pasal 43A dan Pasal 43B yang berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 43A

Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana
yang dipidana karena melakukan tindak pidana
terorisme, narkotika dan prekursor narkotika,
psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap
keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia
yang berat, serta kejahatan  transnasional
terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:

a. bersedia . ..
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a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum
untuk membantu membongkar perkara tindak
pidana yang dilakukannya;

b. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua
per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3
(dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit
9 (sembilan) bulan;

c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu
per dua) dari sisa masa pidana yang wajib
dijalani; dan

d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan
atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi
pidana dan menyatakan ikrar:

1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia secara tertulis bagi Narapidana
Warga Negara Indonesia, atau

2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak
pidana terorisme secara tertulis bagi
Narapidana Warga Negara Asing,

yang dipidana karena melakukan tindak pidana

terorisme.

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak

pidana narkotika dan  prekursor narkotika,

psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Kesediaan  untuk  bekerjasama  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan

secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43B . ..
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Pasal 43B

Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri

setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur

Jenderal Pemasyarakatan.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam

memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan
keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan
masyarakat.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam

memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari
instansi terkait, yakni:

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau
Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana
karena melakukan tindak pidana terorisme,
kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan
hak asasi manusia yang berat, dan/atau
kejahatan transnasional terorganisasi lainnya,;

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan
Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung
dalam hal Narapidana dipidana karena
melakukan tindak pidana narkotika dan
prekursor narkotika, psikotropika; dan

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan
Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi
dalam hal Narapidana dipidana karena

melakukan tindak pidana korupsi.

(4) Rekomendasi . . .
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(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait
dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari
kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari
Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

(5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan
rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal
Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan
Pembebasan Bersyarat kepada Menteri.

(6) Ketentuan  mengenai tata cara  pemberian
Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan Pasal 54A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 54A

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
semua peraturan perundang-undangan yang
merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan, dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum
diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 225

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN
1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

I. UMUM

Tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika,
psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan
hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi
lainnya merupakan kejahatan luar biasa, oleh karena itu perlu
memperbaiki syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan
Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang sedang menjalani
hukuman karena melakukan tindak pidana tersebut.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi,
Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan, dipandang belum mencerminkan seutuhnya
kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang
dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
masih menjadi dasar hukum dalam Peraturan Pemerintah ini
mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak secara efektif mulai berlaku 2 (dua) tahun
setelah diundangkan, yaitu 30 Juli 2014.

Berdasarkan . . .



Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
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Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 34A
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi penegak hukum” adalah

instansi yang menangani kasus terkait, antara lain:

a.
b
C.
d
Angka 3

Pasal 34B
Ayat (1)

Komisi Pemberantasan Korupsi;
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Kejaksaan Republik Indonesia;

Badan Narkotika Nasional.

Cukup jelas.

Ayat (2) . ..
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang
membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan
keamanan.
Yang dimaksud dengan “pimpinan lembaga terkait” antara lain
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung
Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34C
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “menderita sakit berkepanjangan”
dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 36A
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 38A
Cukup jelas.

Angka 7 Angka 7 . ..
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Pasal 39
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 43
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 43A

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “instansi penegak hukum” adalah
instansi yang menangani kasus terkait, antara lain:
a. Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. Kejaksaan Republik Indonesia;
d. Badan Narkotika Nasional.

Pasal 43B
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 54A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5359
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